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Jakarta, 29 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar 
persidangan  perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 
pada Rabu (29/08)  dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli 
Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa 
perkara nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan 
Walikota Cirebon pukul 09.00 WIB. Persidangan ke tiga ini digelar di Ruang 
Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi. 
 
KPU Kota Cirebon melalui Absar Kartabrata menguraikan perihal penghitungan 
suara yang didalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bamunas Setiawan 
Boediman dan Effendi Edo selaku Pemohon Perkara Nomor 8/PHP.KOT-
XVI/2018 sebagai hasil Pemilihan Walikota Cirebon 2018. “Dalil-dalil yang 
disampaikan Pemohon tidak berhubungan dengan penghitungan suara. Hal-hal 
yang didalilkan Pemohon bukan soal penghitungan suara, melainkan persoalan 
pencatatan yang sudah dikoreksi di tingkat kecamatan. Apabila terjadi kesalahan 
pencatatan, KPPS dapat melakukan perbaikan dengan mekanisme yang berlaku,” 
tambah Absar.  
 
Selanjutnya Absar menjelaskan pembukaan kotak suara di 24 TPS bukanlah 
dimaksudkan untuk melakukan kecurangan, apalagi mengubah hasil 
penghitungan suara. Pembukaan kotak suara dilakukan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2018, yaitu setelah menerima 
kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan C1-KWK dari 
KPPS di wilayah kerjanya. 
 
Kemudian berkaitan dengan penamaan, kesalahan penulisan nama di tingkat 
TPS dan KPPS seperti disampaikan Pihak Terkait, langsung dikoreksi di tingkat 
kecamatan dengan melakukan pembetulan/koreksi. Pembetulan tersebut dihadiri 
oleh PPK, PPS, dan seterusnya. Perbaikan yang dilakukan ini menurut Pihak 
Terkait, tidak mengubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. 
Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau 
keberatan.(MHM) 
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